
NOMOR : SP DIPA- 085.01.1.666760/2026

TAHUN ANGGARAN 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
DS:5706-0154-8006-4061

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

A. Dasar Hukum:
Revisi ke 07

Tanggal : 13 Juli 2026

1. Kementerian Negara/Lembaga

2. Unit Organisasi

3. Provinsi

4. Kode/Nama Satker

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

: (085) BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)

(01): Badan Pengawas Tenaga Nuklir

(01): DKI JAKARTA

: (666760) DEPUTI BIDANG PERIJINAN DAN INSPEKSI

01 PELAYANAN UMUM
01.04 PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Sebesar Rp. 12.088.315.000  (  DUA BELAS MILIAR DELAPAN PULUH DELAPAN JUTA TIGA RATUS LIMA BELAS RIBU RUPIAH  )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

:

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

Rp.

- Hibah Dalam Negeri Langsung

- Hibah Luar Negeri

- Pinjaman Luar Negeri

Rp.

0

C. Sumber Dana Berasal Dari :

Rp.

Rp.931.529.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

- Hibah Luar Negeri Langsung

0

02. PNBP Rp.

5. Hibah Langsung

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0

1. Rupiah Murni

Rp.

- PNBP TA Berjalan Rp. 11.156.786.000

0

06. SBSN PBS

- Hibah Dalam Negeri

Rp.

Rp.

Rp.

0

0

0

0

Rp.

- Pinjaman Dalam Negeri

Rp.

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
Rp.1. KPPN   JAKARTA IV 12.088.315.000(133)

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1.  DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2.  DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3.  DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4.  Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5.  Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6.  Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7.  DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

SUDARTO

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NIP. 196904091989121001

ttd.



TAHUN ANGGARAN 2026

LAMPIRAN

Satker (666760)  DEPUTI BIDANG PERIJINAN DAN INSPEKSI:

DS:5706-0154-8006-4061

NOMOR :  DIPA- 085.01.1.666760/2026

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Rp. 12.088.315.000

KB.3568 Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Perizinan dan Inspeksi dalam Keselamatan, Keamanan, Garda Aman Ketenaganukliran Rp. 11.156.786.000

KB.3570 Peningkatan Sistem Keamanan dan Kesiapsiagaan Nuklir Nasional Rp. 931.529.000

1Halaman dari 1



TAHUN ANGGARAN 2026

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (666760):

Halaman : 1I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (085)

(01)

(01)

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)

Badan Pengawas Tenaga Nuklir

DKI JAKARTA

DEPUTI BIDANG PERIJINAN DAN INSPEKSI

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 085.01.1.666760/2026
DS:5706-0154-8006-4061

085.01.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 12.088.315.000Program :

Kegiatan 3568 Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Perizinan dan Inspeksi dalam Keselamatan, Keamanan, Garda Aman Ketenaganukliran 11.156.786.000

Indikator Kinerja Kegiatan

:

:

3568.ACB Perizinan Masyarakat 1.300,00 2.225.000.0001Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 ACB.001 Izin Petugas Fasilitas Radiasi 1250.00 Orang 1.975.000.000

02 ACB.003 Izin Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir 50.00 Orang 250.000.000

:

:

Orang

3568.ACD Perizinan Lembaga 3.033,00 2.865.197.0002Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 ACD.001 Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Bidang Kesehatan 1500.00 Lembaga 1.626.497.000

02 ACD.002 Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Bidang Fasilitas Penelitian dan
Industri

1500.00 Lembaga 925.000.000

03 ACD.003 Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir 33.00 Lembaga 313.700.000

:

:

Institusi, Badan Usaha, Lembaga

3568.ADC Sertifikasi Produk 800,00 188.737.0003Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 ADC.001 Sertifikasi Keandalan Peralatan Ketenaganukliran 800.00 produk 188.737.000

:

:

produk

3568.ADF Sertifikasi Lembaga 31,00 278.700.0004Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 ADF.003 Penunjukan Lembaga Uji Ketenaganukliran dan Lembaga
Pelatihan Ketenaganukliran

31.00 Lembaga 278.700.000

:

:

Lembaga, Badan Usaha

3568.ADI Sertifikasi Profesi dan SDM 160,00 490.304.0005Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 ADI.001 Sertifikat Personil Ketenaganukliran 45.00 Orang 225.000.000

02 ADI.002 Sertifikasi Petugas Keamanan Zat Radioaktif 115.00 Orang 265.304.000

:

:

Orang



TAHUN ANGGARAN 2026

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (666760):

Halaman : 2I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (085)

(01)

(01)

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)

Badan Pengawas Tenaga Nuklir

DKI JAKARTA

DEPUTI BIDANG PERIJINAN DAN INSPEKSI

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 085.01.1.666760/2026
DS:5706-0154-8006-4061

3568.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 1,00 2.500.000.0006Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 AFA.004 Laporan Konvensi Keselamatan Nuklir 1.00 NSPK 2.500.000.000

:

:

NSPK

3568.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga 238,00 2.608.848.0007Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 QIC.001 Laporan Hasil Inspeksi Pengawasan (LHP) dalam Keselamatan
dan Keamanan Bidang FRZR (KESEHATAN DAN INDUSTRI
PENELITIAN), termasuk Inspeksi Wilayah 3T, Inspeksi Sewaktu-
Waktu, Inspeksi Gakkum

131.00 Lembaga 1.000.000.000(PN)

02 QIC.002 Pengawasan Ketenaganukliran terhadap Fasilitas Kesehatan
Rujukan KJSU dan KIA berbasis Teknologi Nuklir

67.00 Lembaga 400.000.000(PN)

03 QIC.005 Inspeksi Keselamatan Instalasi Nuklir 10.00 Lembaga 356.848.000(PN)

04 QIC.006 Inspeksi Bahan Nuklir dan Proteksi Fisik 15.00 Lembaga 300.000.000(PN)

05 QIC.007 Inspeksi Keselamatan Lingkungan dan Limbah Radioaktif 13.00 Lembaga 300.000.000(PN)

06 QIC.008 Inspeksi terhadap Fasilitas Penyimpanan Zat Radioaktif
Terbungkus yang Tidak Digunakan pada Perusahaan Bangkrut,
Pailit atau tidak Beroperasi

2.00 Lembaga 252.000.000(PN)

:

:

Lembaga

Kegiatan 3570 Peningkatan Sistem Keamanan dan Kesiapsiagaan Nuklir Nasional 931.529.000

Indikator Kinerja Kegiatan

:

:

3570.RDH OP Prasarana Bidang Penanggulangan Bencana 39,00 931.529.0008Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 RDH.002 Operasional, Pengembangan dan Pemeliharaan I-RDMS 39.00 unit 931.529.000(PN)

:

:

unit

Zainal Arifin
NIP. 196609301993121001

Jakarta, 01 Desember 2025
Plt Kepala BAPETEN

ttd.



TAHUN ANGGARAN 2026

I B. SUMBER  DANA

2. Rincian Pinjaman / Hibah :

Kode/Nama Satker (666760):

Halaman : 1I B.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (085)

(01)

(01)

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)

Badan Pengawas Tenaga Nuklir

DKI JAKARTA

DEPUTI BIDANG PERIJINAN DAN INSPEKSI

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 085.01.1.666760/2026
DS:5706-0154-8006-4061

1. Anggaran Tahun 2026

1. Rupiah Murni

5. Hibah Langsung

2. PNBP Rp.

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

6. SBSN PBS

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

12.088.315.000

931.529.000

0

0

0

0

Pagu Ekuivalen Rupiah

Ket : a. Pinjaman Luar Negeri

e. Hibah Luar Negeri Langsung

b. Hibah Luar Negeri

c. Pinjaman Dalam Negeri

d. Hibah Dalam Negeri

f. Hibah Dalam Negeri Langsung

(1) Valuta Asing

(1) Valuta Asing

(2) RPLN

(2) RHLN

US$

US$

US$

US$

IDR

IDR

IDR

IDR

0

0

0

0

0

0

0

0

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

0

0

0

0

No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN  DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING

(dalam ribuan rupiah)

No. NPP/H per Tahun
No. Register

1. Pinjaman Luar Negeri
2. Hibah Luar Negeri
3. Pinjaman Dalam Negeri
4. Hibah Dalam Negeri

1) Mata Uang NPP/H
2) Ekuivalen USD
3) Ekuivalen Rupiah

CARA PENARIKAN

1) PP
2) PL
3) RK
4) LC
5) -

Kode Kode Kode Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.CostUraian Dana Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah



NOMOR :  DIPA- 085.01.1.666760/2026

TAHUN ANGGARAN 2026

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (666760): Halaman : 1II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (085)

(01)

(01)

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)

Badan Pengawas Tenaga Nuklir

DKI JAKARTA

DEPUTI BIDANG PERIJINAN DAN INSPEKSI

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:5706-0154-8006-4061

666760 DEPUTI BIDANG PERIJINAN DAN INSPEKSI - 11.881.068 207.247 - - 12.088.315

085.01.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi - 11.881.068 207.247 - - 12.088.315

3568 Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Perizinan dan Inspeksi dalam
Keselamatan, Keamanan, Garda Aman Ketenaganukliran

- 10.949.539 207.247 - - 11.156.786

3568.ACB Perizinan Masyarakat - 2.161.500 63.500 - - 2.225.000 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

-63.500 2.225.000- 1332.161.500 -PNBP04 @

3568.ACD Perizinan Lembaga - 2.721.450 143.747 - - 2.865.197 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

-143.747 2.865.197- 1332.721.450 -PNBP04 @

3568.ADC Sertifikasi Produk - 188.737 - - - 188.737 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

-- 188.737- 133188.737 -PNBP04 @



NOMOR :  DIPA- 085.01.1.666760/2026

TAHUN ANGGARAN 2026

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (666760): Halaman : 2II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (085)

(01)

(01)

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)

Badan Pengawas Tenaga Nuklir

DKI JAKARTA

DEPUTI BIDANG PERIJINAN DAN INSPEKSI

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:5706-0154-8006-4061

3568.ADF Sertifikasi Lembaga - 278.700 - - - 278.700 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

-- 278.700- 133278.700 -PNBP04 @

3568.ADI Sertifikasi Profesi dan SDM - 490.304 - - - 490.304 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

-- 490.304- 133490.304 -PNBP04 @

3568.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria - 2.500.000 - - - 2.500.000 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

-- 2.500.000- 1332.500.000 -PNBP04 @

3568.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga - 2.608.848 - - - 2.608.848 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

-- 2.608.848- 1332.608.848 -PNBP04 @

3570 Peningkatan Sistem Keamanan dan Kesiapsiagaan Nuklir Nasional - 931.529 - - - 931.529



NOMOR :  DIPA- 085.01.1.666760/2026

TAHUN ANGGARAN 2026

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (666760): Halaman : 3II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (085)

(01)

(01)

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)

Badan Pengawas Tenaga Nuklir

DKI JAKARTA

DEPUTI BIDANG PERIJINAN DAN INSPEKSI

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:5706-0154-8006-4061

3570.RDH OP Prasarana Bidang Penanggulangan Bencana - 931.529 - - - 931.529 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

-- 931.529- 133931.529 -RM01

JUMLAH - 11.881.068 207.247 - - 12.088.315

Plt Kepala BAPETEN

Zainal Arifin

ttd.

NIP. 196609301993121001

Jakarta, 01 Desember 2025



TAHUN ANGGARAN 2026

KODE URAIAN SATKER
RENCANA PENARIKAN JUMLAH

SELURUHFEBRUARI MARET AGUSTUSJANUARI

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

NO
APRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

:

Provinsi

DEPUTI BIDANG PERIJINAN DAN INSPEKSI

(01)

Unit Organisasi

(666760)

Kementerian Negara/Lembaga

Badan Pengawas Tenaga Nuklir(01)

Kode/Nama Satker

(085)

:

:

DKI JAKARTA

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)

:

1Halaman : III.
(dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6 1110987 15141312 16

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:5706-0154-8006-4061
NOMOR :  DIPA- 085.01.1.666760/2026

6667601. DEPUTI BIDANG PERIJINAN DAN
INSPEKSI

750.000419.770152.495 8.142.061367.275 12.088.3150 648.500 0788.639225.125 0594.451RENCANA PENARIKAN DANA

BELANJA BARANG 0 11.881.068225.125 139.370 788.639 397.070 564.451 280.000 600.000 750.000 0 0 8.136.414

BELANJA MODAL 0 207.2470 13.125 0 22.700 30.000 87.275 48.500 0 0 0 5.647

085.01.KB.3568 Penyelenggaraan dan Peningkatan
Kualitas Perizinan dan Inspeksi
dalam Keselamatan, Keamanan,
Garda Aman Ketenaganukliran

214.869 7.589.94400632.222648.500367.275526.875318.688719.116139.2970 11.156.786

52 BELANJA BARANG DAN JASA 0 10.949.539214.869 126.172 719.116 295.988 496.875 280.000 600.000 632.222 0 0 7.584.297

53 BELANJA MODAL 0 207.2470 13.125 0 22.700 30.000 87.275 48.500 0 0 0 5.647

085.01.KB.3570 Peningkatan Sistem Keamanan dan
Kesiapsiagaan Nuklir Nasional

10.256 552.11700117.7780067.576101.08169.52313.1980 931.529

52 BELANJA BARANG DAN JASA 0 931.52910.256 13.198 69.523 101.081 67.576 0 0 117.778 0 0 552.117

1.155.6121.155.6121.155.612 1.155.6311.155.612 13.867.3631.155.612 1.155.612 1.155.6121.155.6121.155.612 1.155.6121.155.612PERKIRAAN PENERIMAAN

- PNBP (425259) 949.713 11.396.563949.713 949.713 949.713 949.713 949.713 949.713 949.713 949.713 949.713 949.713 949.720

- PNBP (425421) 79.433 953.20079.433 79.433 79.433 79.433 79.433 79.433 79.433 79.433 79.433 79.433 79.437

- PNBP (425429) 119.150 1.429.800119.150 119.150 119.150 119.150 119.150 119.150 119.150 119.150 119.150 119.150 119.150

- PNBP (425691) 7.316 87.8007.316 7.316 7.316 7.316 7.316 7.316 7.316 7.316 7.316 7.316 7.324

Zainal Arifin
NIP. 196609301993121001

Jakarta, 01 Desember 2025
Plt Kepala BAPETEN

ttd.



(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN

IV A. B L O K I R

:Provinsi

:

Kode dan Nama Satker

[01]Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

DKI JAKARTA

[666760]

[01]

Badan Pengawas Tenaga Nuklir

: BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)

DEPUTI BIDANG PERIJINAN DAN INSPEKSI:

[085]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2026
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 085.01.1.666760/2026
DS:5706-0154-8006-4061

Halaman : IV.A. 1

666760 DEPUTI BIDANG PERIJINAN DAN INSPEKSI

4.684.261Rp.Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan

4.684.26152 Belanja Barang Rp.

085.01.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

3568 Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Perizinan dan Inspeksi dalam Keselamatan, Keamanan, Garda
Aman Ketenaganukliran

521211 Belanja Bahan(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 44.992

Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521213 Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 4.000

Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 1.536

Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 575.538

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 3.800

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam
Kota(PNBP)

3568.ACB Perizinan Masyarakat

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 12.300

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 388.961

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521211 Belanja Bahan(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 35.072

Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 79

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 866.373

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 18.720

Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam
Kota(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 60.205

Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

3568.ACD Perizinan Lembaga
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524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 126.583

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 149.159

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521211 Belanja Bahan(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 6.582

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 248

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 16.543

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam
Kota(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 64.945

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

3568.ADC Sertifikasi Produk

521211 Belanja Bahan(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 2.959

3568.ADF Sertifikasi Lembaga

Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 108.834

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 3.150

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam
Kota(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 17.500

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521211 Belanja Bahan(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 9.638

Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 202

Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 93.099

Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)

3568.ADI Sertifikasi Profesi dan SDM
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Rp.Tidak Dapat Dicairkan 5.320

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam
Kota(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 50.625

Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 62.078

Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521211 Belanja Bahan(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 88.552

Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 105.701

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 43.385

Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam
Kota(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 295.285

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

3568.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 29.055

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 310.278

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521211 Belanja Bahan(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 62.957

Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 332

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 970.638

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 18.810

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam
Kota(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 2.465

3568.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
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DS:5706-0154-8006-4061

Halaman : IV.A. 4

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 27.762

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Jakarta, 01 Desember 2025
Plt Kepala BAPETEN

Zainal Arifin
NIP. 196609301993121001

ttd.



(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN

IV B. C A T A T A N
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:
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Kementerian Negara/Lembaga
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Jakarta, 01 Desember 2025
Plt Kepala BAPETEN

Zainal Arifin
NIP. 196609301993121001

ttd.


